
BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 
 

Berdasarkan hasil penulisan dan analisis data serta uraian pada bab 

sebelumnya, maka mengenai faktor-faktor penghambat penyidikan perkara tindak 

pidana korupsi di Kab. Lembata dimana Lembaga / Instansi yang berwenang 

melakukan penyidikannya di Kab. Lembata adalah kepolisian dan Kejaksaan 

dihubungkan dengan pendapat tentang efektifitas penegakan hukum Soerjono 

Soekanto dapat disimpulkan sebagai berikut : 



 

 

Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi hambatan yang dialami penyidik Polres 

Lembata antara lain : 

a. Faktor Penegak Hukum 

a). Masih rendahnya Sumber Daya Manusia / pendidikan yang dimiliki oleh 

Penyidik Kepolisian yang Rata-rata SMA yang mengakibatkan kurangnya 

pemahaman akan hukum,. 

b). Jumlah penyidik Polres Lembata dan Kejaksaan negeri Lewoleba yang 

terbatas dan dualisme tugas yang juga menghambat jalannya penyidikan, 

c). Distribusi surat pada instansi kepolisian yang terlalu birokratis dan bertele- 

tele sehingga memakan waktu lama, 

d). Laporan hasil perhitungan kerugian negara dari BPK yang lama. Dan adanya 

penetapan tersangka terlbih dahulu sebelum adanya hasil perhitungan 

kerugian negara yang menyatakan ada kerugian negara. 

b. Faktor Sarana 

a). Sarana yaitu kurangnya sarana operasional yang dimiliki penyidik Polres 

Lembata dan Kejaksaan Negeri Lewoleba baik perangkat lunak seperti 

komputer printer dan perangkat keras, kendaraan, gedung dll. 

b). Dana yaitu minimnya anggaran penyidikan untuk pembiayaan operasional 

yang menghambat jalannya penyidikan. 

c. Faktor masyarakat, yaitu kurangnya Pengetahuan, Pemahaman dan kepatuhan 

masyarakat akan peraturan korupsi. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka penulis menyarankan 

hal-hal sebagai berikut : 

1. Faktor Penegak Hukum : 

a). Memperbaiki proses rekuitmen penyidik Polri dimana dipilih dari orang-orang 

yang memiliki dasar pendidikan formal sarjana baik di bidang Hukum, 

Ekonomi, Perbankan, Akuntansi, dan bidang lain yang berkaitan dengan tindak 

pidana korupsi dan memberikan pendidikan dan pelatihan teknis tentang 

penanganan tindak pidana korupsi. 



 

 

b). Menambah jumlah penyidik pada Polres Lembata dan Kejaksaan Negeri 

Lewoleba baik melalui rekruitmen maupun mutasi dari kesatuan yang lebih 

tinggi yaitu Polda dan Kejati untuk penambahan anggota penyidik. 

c). Menyederhanakan birokrasi administrasi pada kepolisian sehingga penyidikan 

dapat dengan cepat dilakukan. 

d). Kordinasi antara Penyidik dengan BPK untuk penentuan perhitungan Kerugian 

negara. Dan harus adanya SOP ( standar operasional prosedur ) penyidik bahwa 

permintaan perhitungan kerugian negara harus dilakukan sebelum penyidikan 

dimulai yaitu pada tahap pengumpulan bahan keterangan atau tahap 

penyelidikan, agar tidak terjadi penetapan tersangka terlebih dahulu sebelum 

adanya hasil laporan kerugian negara bahwa ada unsure kerugian negara. 

2. Faktor Sarana atau fasilitas 

a). Penambahan sarana baik perangkat lunak seperti komputer, printer, ruangan, 

kendaraan sebagai pendukung pelaksanaan penyidikan. 

b). Penambahan dana, masalah pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tugas 

dari penyidik tetapi juga menjadi tugas pemerintah dalam hal ini DPR RI dan 

Presiden dimana kebutuhan akan penambahan sarana dan dana untuk penyidikan 

harus dilakukan. Dan yang berwenang dalam melakukan penyusunan anggaran 

ini adalah presiden dan DPR guna mempercepat pemberantasan tindak pidana 

korupsi. 

3. Faktor Masyarakat, sehubungan dengan pengetahuan dan pemahaman terhadap 

peraturan korupsi perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan- 

peraturan terkait tentang korupsi serta memberi pemahaman akan tugas lembaga- 

lembaga penegak hukum korupsi dan sehubungan dengan kapatuhan perlu adanya 

tindakan preventif dan represif yang lebih tegas melalui penindakan dan pemidanaan 

terhadap pelaku tindak pidana korupsi agar membuat masyarakat jera dan patuh 

hukum.
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